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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah
dan tujuan pembangunan
daerah sesuai dengan visi, misi
Bupati, perlu disusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten
Indramayu untuk kurun waktu 5
(lima) tahun;

b. bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana
dimaksud  huruf a, perlu
menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten
Indramayu Tahun 2011 - 2015;



Mengingat

2

c. bahwa untuk melaksanakan

maksud tersebut diatas, maka
perlu membentuk Peraturan
Daerah Kabupaten Indramayu
tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPIJMD) Kabupaten Indramayu
Tahun 2011 - 2015;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Berita
Negara Tahun 1950)
sebagaimana telah  diubah
dengan Undang-Undang Nomor
4  Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor
2851);

Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia, Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor
4355);



Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

10.

Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana
telah  diubah  keduakalinya
dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor
4844) ;

Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor
4438);



11.

12.

13.

14.
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Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun  2005-2025
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor
66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor
5059);

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan  Minimal
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor
150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan  Pemerintah
Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);



18.

19.

20.
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Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor
4609), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun
2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan  Evaluasi
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor
4663);

21.

22,

23.
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Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor
97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan
Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor
4741);



